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Menimbang

KESEHATAN. Penanggulangan Tuberkulosis.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa  Tuberkulosis masih menjadi masalah
kesehatan di Indonesia dan menimbulkan masalah
yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun
sosial, ekonomi, dan budaya;

bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis
dan wuntuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia Indonesia, diperlukan upaya penanggulangan
yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai penanggulangan Tuberkulosis sudah tidak
efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
sehingga perlu diatur kembali ketentuan peraturan
perundang-undangan guna penanggulangan
Tuberkulosis;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang

Penanggulangan Tuberkulosis;
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Mengingat

Menetapkan

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah
penyakit menular yang disebabkan oleh
mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang
paru dan organ lainnya.

Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC
secara berkesinambungan guna menekan angka
penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi
masalah kesehatan.

Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan
yang mengutamakan aspek promotif dan preventif
tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif
untuk melindungi kesehatan masyarakat,
menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau
kematian, @ memutuskan  penularan, mencegah
resistensi obat TBC, dan mengurangi dampak negatif
yang ditimbulkan akibat TBC.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
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dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan,
masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi
atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa,
lembaga swadaya masyarakat, dan mitra
pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan
kegiatan Penanggulangan TBC.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini ditujukan untuk memberikan acuan

bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan

Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan

Penanggulangan TBC.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mengatur mengenai:

a.

target dan strategi nasional Eliminasi TBC;
pelaksanaan strategi nasional Eliminasi TBC;
tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

koordinasi percepatan Penanggulangan TBC;

peran serta masyarakat;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

pendanaan.
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BAB II
TARGET DAN STRATEGI NASIONAL ELIMINASI
TUBERKULOSIS

Pasal 4

Target Eliminasi TBC pada tahun 2030:

a.

(1)

(2)

penurunan angka kejadian (incidence rate) TBC
menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus
ribu) penduduk; dan

penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6

(enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

Pasal 5

Pencapaian target Eliminasi TBC sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui

penerapan strategi nasional Eliminasi TBC.

Strategi nasional Eliminasi TBC sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penguatan  komitmen dan kepemimpinan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi,
dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu
dan berpihak pada pasien;

c. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka
Penanggulangan TBC;

d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan
inovasi di bidang Penanggulangan TBC;

e. peningkatan peran serta komunitas, Pemangku
Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam
Penanggulangan TBC; dan

f.  penguatan manajemen program.

Pasal 6

Ketentuan mengenai target dan strategi nasional Eliminasi

TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
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BAB III
PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL ELIMINASI
TUBERKULOSIS

Bagian Kesatu

Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

Pasal 7

Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

a.

(1)

penyusunan target Eliminasi TBC daerah dengan
mengacu pada target Eliminasi TBC nasional,
penyediaan  anggaran yang memadai untuk
Penanggulangan TBC;

pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia
kesehatan yang terlatih untuk mencapai target
Eliminasi TBC; dan/atau

penyelenggaraan  Penanggulangan TBC  berbasis

kewilayahan.

Bagian Kedua

Peningkatan Akses Layanan Tuberkulosis yang Bermutu

dan Berpihak pada Pasien

Pasal 8

Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan

berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

a. penyediaan layanan yang bermutu dalam
penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh
Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya;

b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan



